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Tawuran antar perguruan pencak silat merupakan fenomena yang sering
terjadi di Indonesia, menyebabkan kerugian materiil dan korban jiwa. Kepolisian
sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dalam
menghadapi pelaku tawuran. Diskresi adalah tindakan yang dilakukan polisi atas
inisiatif sendiri dengan mengesampingkan aturan hukum namun dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam islam ada usaha untuk menggali hukum yang
disebut sebagai Ijtihad. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan
pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang
telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan praktik
diskresi kepolisian dalam menghadapi terjadinya tawuran antar pencak silat
menurut pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002? 2) Bagaimana upaya kepolisian untuk
meminimalisir terjadinya tawuran antar perguruan pencak silat di tulungagung? 3)
Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ketentuan diskresi kepolisian dalam
menghadapi terjadinya tawuran antar pencak silat?

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus di Polres Tulungagung. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data melalui
kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kepolisian dalam menghadapi
terjadinya tawuran antar pencak silat menurut Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002
adalah bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan diskresi dalam
situasi darurat atau tidak terantisipasi, namun harus tetap berpegang pada prinsip-
prinsip keadilan dan kepastian hukum. 2) Upaya kepolisian untuk meminimalisir
terjadinya tawuran antar perguruan pencak silat di Tulungagung adalah melakukan
upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya
tawuran dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3)
Tinjauan hukum Islam terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan tawuran
antar pencak silat menunjukkan bahwa tindakan kepolisian dapat dianalogikan
dengan konsep ijtihad, yaitu upaya pengambilan keputusan yang tepat dan efektif,
serta berlandaskan pada prinsip tasharruf al-imam 'ala ar-ra‘iyyah manuthun bi al-
maslahah yang mengikat tindakan pemimpin pada kemaslahatan umum. Diskresi
di kepolisian, seperti membubarkan, menangkap, dan membina pelaku, adalah sah
dalam Islam selama dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan (al-
‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan kebijaksanaan (al-hikmah).
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Brawls between pencak silat schools are a phenomenon that often occurs
in Indonesia, causing material losses and casualties. The police as law enforcers
have the authority to exercise discretion in dealing with the perpetrators of
brawls. Discretion is an action taken by the police on their own initiative by
overriding the rule of law but can be accounted for. In Islam there is an attempt to
explore the law which is called Ijtihad. It is said to be the same because such ijtihad
is a decision making on one's own initiative, not fixated on existing provisions or
even deviations that are characteristic of discretion.

The formulation in this study is 1) What are the provisions of the police
discretionary practice in dealing with the occurrence of brawls between pencak
silat according to article 18 of Law No. 2 of 20027 2) B: What are the efforts of the
police to minimize the occurrence of brawls between pencak silat schools in
Tulungagung? 3) B: What is the review of Islamic law on the provisions of police
discretion in dealing with brawls between pencak silat?

This study uses a qualitative research model with a case study approach at
the Tulungagung Police. Data collection techniques use observation, interviews,
and documentation, while data analysis is through data condensation, data
presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that 1) The police in dealing with the
occurrence of brawls between pencak silat according to Article 18 of Law No. 2 of
2002 is that the police have the authority to exercise discretion in emergency or
unanticipated situations, but must still adhere to the principles of justice and legal
certainty. 2) The police's efforts to minimize the occurrence of brawls between
pencak silat schools in Tulungagung are to make preventive efforts by holding
counseling and socialization about the dangers of brawls and the importance of
maintaining public security and order. 3) A review of Islamic law on police
discretion in handling brawls between pencak silat shows that police actions can
be analogous to the concept of ijtihad, which is an effort to make appropriate and
effective decisions, and is based on the principle of tasharruf al-imam 'ala ar-
ra‘iyyah manuthun bi al-maslahah which binds the actions of leaders to the public
good. Discretion in the police, such as disbanding, arresting, and fostering
perpetrators, is valid in Islam as long as it is carried out by considering the
principles of justice (al-'adl), benefit (al-maslahah), and wisdom (al-hikmah).
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